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VVALIKOTA PAGARALEM
PROVIilSI SUI}IATERA SELIITAIT

PERATURAIT ITALIXOTA PAGAR AI,AU

NOMOR t TNIUN 2OL7

TTNTANG

PERUBAHAIY ATAS PERATURAN trIALIKOTA PAGAR AL/TM NOMOR 2 TAIIUI
2OL6 TENTANG PER"'ALIII{AIT DINAS PB'ABAT ISEGARA, PIMPINAN DAN
AilGGOTA DPRI}, PBGAWAI TTEGERI SIPTL DAIT PEGAWAI TIDAK TEIAP

DILIITGKI'NGAN PTUERIITTAII DATRATI KOTA PAOAR AI,AM

Menimbang : a.

UIALIKOTA PAGAR AI"A}I

bahwa aparperjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib,
efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab harus sesuai
dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan negara/ daerah;
bahwa Realisasi Perjalan-an Dinas hanrs sesuai dengan tiket
perjalanan dinas, dan pembayaran uang harian perjalanan
dinas harus sesuai dengan tempat (wilayah) pegawai yang
melaksanakan perjalanan dinas berada;
bahwa berdasarkirn pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hun.f a, b dan c di atas perlu adanya perubahan pada pasal 23
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2OL6 tentang
Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,
Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Kota Pagar Alam;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2OO1

tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OOg

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286l'.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OO4

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
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Kepubltlr Indonesia Nomor 4355).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2OO4

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawat
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesie
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republili
Indonesia Nomsr 4400).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah I\.rsat dar
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesie
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 4438).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2Ol4
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 54941 .

Undang-undang Republik Indonesia Normor 23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republili
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244 Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang:undang
Republik hdonesia Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahar:
Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2Ot4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negare
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4s78).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggilraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2OA4 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DewaR Penvakilan Rakyat Deerefi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga::
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2OOT Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47121.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2OOT tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a73Sl;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2O

Tahun 2OO5 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri
Bagr Pejabat/Pegawai dilingkungan Departemen Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota
Dewan Perwakilan Rallyat Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 20ll Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.O5/2O12 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAIIAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 2
TAHUIT 2OL6 TENTAITG PER..'ALITNAN DINAS PE.'ABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PPCAUIAI NEGERI
SIPIL DAN PEGAtrTAI TIDAK TETAP DILIITGKUITGAN
PEMERINTATI DAERAII KOTA PAGAR ALAM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor
2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan
Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap
Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah
Kota Pagar Alam Tahun 2OL6 Nomor 2 Seri A) diubah sebagai
berikut:
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1. Ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambahkan ayat (21dan ayat
(3) sehingga keseluruhan pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

1) Waktu perjalanan dinas maximal 5 (lima) hari untuk luar
Provinsi dan 3 (Tiga) hari untuk dalam Provinsi;

2) Realisasi Perjalanan Dines harus sesuai dengan tiket pesawat,
bording pass perjalanan dinas;

3) Pembayaran uang harian perjalanan dinas harus sesuai
dengan tempat (wilayah) pegawai yang melaksanakan
perjalanan dinas berada.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal :30 Januari 2OL7
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BA$'UNI

Diundangkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 3O Januan2OLT

SEKRBTARIS DAtRArr KOTA PAGAR AL/IM,

dto

SAFRIIDIN

Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2OLT Nomor 1


